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ABSTRAK

Hukum internasional tidak lahir dari satu sumber tunggal, melainkan dari seperangkat sumber yang
beragam dan saling melengkapi. Penelitian ini mengkaji sumber-sumber hukum internasional
sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional (ICJ), yakni perjanjian
internasional, kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum umum, yurisprudensi pengadilan, dan
doktrin ilmu hukum. Tujuan penelitian adalah menganalisis hierarki fungsional, kekuatan mengikat,
serta kontribusi masing-masing sumber dalam membentuk dan mengembangkan tata hukum global.
Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan,
konseptual, dan historis, bersumber dari data sekunder berupa perjanjian internasional, putusan ICJ,
literatur akademik, dan dokumen hukum internasional. Hasil analisis menunjukkan bahwa perjanjian
internasional mendominasi praktik penyelesaian sengketa di IC)] dengan porsi 48%, sementara
kebiasaan internasional tetap memainkan peran penting terutama bagi negara non-pihak. Terdapat
pergeseran signifikan dari sumber berbasis kebiasaan menuju kodifikasi formal melalui perjanjian
multilateral pasca-1945, sejalan dengan meningkatnya jumlah perjanjian internasional terdaftar di
PBB dari 312 (1945-1954) menjadi 2.891 (2015-2023). Penelitian ini menegaskan bahwa kelima
sumber hukum internasional beroperasi secara sinergis, bukan hierarkis mutlak, dan peranannya
terus berevolusi seiring dinamika hubungan internasional kontemporer, termasuk munculnya aktor-
aktor non-negara dan isu hukum lintas batas seperti perubahan iklim dan keamanan siber.

Kata Kunci: Sumber Hukum Internasional; Pasal 38 Statuta ICJ; Perjanjian Internasional; Kebiasaan
Internasional; Tata Hukum Global

ABSTRACT

International law does not originate from a single source, but rather from a diverse and
complementary set of sources. This study examines the sources of international law as set forth in
Article 38 of the Statute of the International Court of Justice (ICJ), namely international treaties,
international custom, general principles of law, judicial precedents, and legal doctrine. The objective
of this study is to analyze the functional hierarchy, binding force, and the contribution of each source
in shaping and developing the global legal order. The study employs a normative legal methodology
using legislative, conceptual, and historical approaches, drawing on secondary data consisting of
international treaties, ICJ judgments, academic literature, and international legal documents. The
results of the analysis show that international treaties dominate dispute resolution practices at the
ICJ, accounting for 48% of cases, while international custom continues to play an important role,
particularly for non-party states. There has been a significant shift from custom-based sources
toward formal codification through post-1945 multilateral treaties, in line with the increasing
number of international treaties registered with the United Nations—from 312 (1945-1954) to 2,891
(2015-2023). This study confirms that the five sources of international law operate synergistically,
rather than in an absolute hierarchy, and that their roles continue to evolve in tandem with the
dynamics of contemporary international relations, including the emergence of non-state actors and
cross-border legal issues such as climate change and cybersecurity.
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|. PENDAHULUAN

Pertanyaan tentang dari mana hukum internasional bersumber adalah pertanyaan
mendasar yang menentukan validitas dan kekuatan mengikat dari norma-norma yang
mengatur hubungan antar-negara. Berbeda dengan sistem hukum domestik yang umumnya
memiliki badan legislatif tunggal sebagai pembuat aturan, hukum internasional lahir dari
proses yang lebih difus, multipartit, dan sering kali tidak tertulis. Ketiadaan legislator tunggal
inilah yang menjadikan pertanyaan mengenai sumber hukum internasional tetap relevan

dan kompleks sepanjang sejarah perkembangan ilmu hukum internasional.

Upaya untuk mengkodifikasikan dan memberikan kepastian terhadap sumber-
sumber hukum internasional mencapai titik penting ketika Statuta Mahkamah Internasional
(International Court of Justice/ICJ) dirumuskan pada tahun 1945. Pasal 38 Statuta tersebut
mencantumkan secara eksplisit lima sumber yang diakui: (1) konvensi atau perjanjian
internasional, (2) kebiasaan internasional, (3) prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh
bangsa-bangsa beradab, (4) putusan pengadilan dan doktrin para sarjana hukum terkemuka.
Meskipun demikian, Pasal 38 tidak menetapkan hierarki yang kaku di antara sumber-sumber
tersebut, sehingga menimbulkan perdebatan akademik yang berkelanjutan mengenai

hubungan dan prioritas antarsumber.

Studi-studi terdahulu cenderung membahas masing-masing sumber secara terpisah
atau terfokus pada dikotomi perjanjian versus kebiasaan internasional. Penelitian Brownlie
(2008) dan Shaw (2017) memberikan dasar analitik yang komprehensif, namun belum
secara sistematis mengkuantifikasi tren penggunaan sumber hukum dalam praktik aktual
ICJ. Di sisi lain, perkembangan hukum internasional kontemporer—meliputi ekspansi hukum
lingkungan, hukum siber, dan hak asasi manusia—menuntut pemahaman ulang atas peran
dan interaksi sumber-sumber tersebut. Inilah yang menjadi celah penelitian (research gap)

yang hendak diisi oleh artikel ini.

Penelitian ini bertujuan: pertama, menganalisis struktur dan karakteristik masing-
masing sumber hukum internasional berdasarkan Pasal 38 Statuta ICJ; kedua,

mengidentifikasi tren dan pola penggunaan sumber hukum dalam praktik 1CJ (1945-2023);
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dan ketiga, menjelaskan kontribusi sinergis sumber-sumber tersebut dalam membentuk tata
hukum global yang efektif dan legitimate. Dengan demikian, artikel ini berkontribusi tidak
hanya pada kajian teoritis, tetapi juga pada pemahaman praktis tentang bagaimana hukum

internasional diciptakan dan ditegakkan.

Il. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

Pemahaman tentang sumber hukum internasional tidak dapat dilepaskan dari dua
teori besar dalam filsafat hukum: positivisme hukum dan hukum alam (natural law). Mazhab
positivisme, yang diwakili antara lain oleh Hans Kelsen (1967) melalui teori "Grundnorm"-
nya, berpendapat bahwa hukum internasional hanya mengikat sejauh ia berasal dari
prosedur yang diakui secara formal oleh negara-negara. Dalam perspektif ini, perjanjian
internasional mendapat kedudukan istimewa karena mencerminkan persetujuan eksplisit

negara berdaulat.

Sebaliknya, tradisi hukum alam yang diwakili oleh Hugo Grotius (De Jure Belli ac
Pacis, 1625) menekankan bahwa kebiasaan dan prinsip-prinsip universal bersumber dari
nalar manusia universal, bukan semata persetujuan negara. Perspektif ini relevan dalam
memahami mengapa prinsip hukum umum seperti larangan genosida diakui sebagai norma

erga omnes yang mengikat semua negara tanpa harus dituangkan dalam perjanjian tertulis.

Teori yang relevan lainnya adalah konsep "soft law" yang dikembangkan oleh Chinkin
(1989) dan Shelton (2000), yang menjelaskan bagaimana instrumen non-mengikat seperti
resolusi Majelis Umum PBB dapat secara bertahap membentuk kebiasaan internasional dan
akhirnya menjadi norma "hard law". Teori ini sangat berguna untuk memahami evolusi

hukum lingkungan internasional dan hak asasi manusia.

B. Penelitian Terdahulu dan Posisi Penelitian Ini

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji sumber hukum internasional dari
berbagai sudut pandang. Brownlie (2008) dalam karyanya yang monumental, Principles of
Public International Law, menawarkan analisis sistematis atas kelima sumber namun dengan

pendekatan deskriptif-normatif yang tidak mengkuantifikasikan tren aktual. Shaw (2017)
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dalam International Law edisi ketujuh, memperbarui analisis ini dengan mencakup
perkembangan hukum lingkungan dan hak asasi manusia, tetapi tetap berfokus pada

doktrin ketimbang data empiris.

D'Aspremont (2011) menghadirkan perspektif kritis dengan mempertanyakan
apakah Pasal 38 Statuta ICJ masih relevan sebagai referensi sumber hukum di era
globalisasi, di mana aktor non-negara semakin berpengaruh. Thirlway (2019) mengisi celah
ini dengan analisis mendalam tentang kebiasaan internasional dalam konteks kodifikasi oleh
International Law Commission (ILC). Di ranah lokal, Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief
Sidharta (2009) memberikan kerangka pemahaman hukum internasional dari perspektif

Indonesia, terutama dalam konteks penerapan prinsip-prinsip hukum umum.

Yang membedakan penelitian ini dari studi-studi tersebut adalah pendekatan
komparatif-kuantitatif yang mengintegrasikan data tren penggunaan sumber hukum dalam
putusan ICJ dengan analisis normatif. Dengan demikian, penelitian ini tidak sekadar
mendeskripsikan, tetapi juga mengukur dan memvisualisasikan dinamika hierarki fungsional

sumber hukum internasional.
I1l. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif (normative legal research),
yakni penelitian yang berfokus pada analisis norma, asas, dan doktrin hukum yang terdapat
dalam bahan hukum primer dan sekunder (Marzuki, 2010). Pendekatan yang digunakan
meliputi: (1) pendekatan perundang-undangan (statute approach), dengan menganalisis
Pasal 38 Statuta ICJ sebagai norma rujukan utama; (2) pendekatan konseptual (conceptual
approach), dengan mengkaji konsep-konsep doktrinal seperti opinio juris, pacta sunt
servanda, dan erga omnes; serta (3) pendekatan historis (historical approach), dengan

menelaah perkembangan sumber hukum dari era Grotius hingga kontemporer.

Sumber data penelitian ini adalah data sekunder yang diklasifikasikan ke dalam tiga
bahan hukum. Pertama, bahan hukum primer, yang mencakup Statuta ICJ (1945), Konvensi
Wina tentang Hukum Perjanjian (1969), Piagam PBB, serta putusan-putusan ICJ dari 1945

hingga 2023. Kedua, bahan hukum sekunder, yang terdiri atas buku-buku teks hukum
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internasional, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan laporan ILC. Ketiga, bahan hukum tersier,

berupa kamus hukum dan ensiklopedia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research)
dengan mengakses sumber elektronik meliputi database jurnal internasional (HeinOnline,
JSTOR, SSRN), situs resmi ICJ (icj-cij.org), dan United Nations Treaty Collection
(treaties.un.org). Data mengenai tren penggunaan sumber hukum dalam putusan ICJ

diekstrak dari analisis putusan-putusan yang tersedia secara publik.

Teknik analisis data menggunakan analisis isi (content analysis) terhadap putusan ICJ
untuk mengidentifikasi sumber hukum yang dirujuk, dikombinasikan dengan analisis
deskriptif-komparatif untuk membandingkan temuan dengan teori-teori yang ada. Data
kuantitatif divisualisasikan dalam bentuk grafik dan tabel untuk memudahkan interpretasi

pola dan tren.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Struktur Hierarki Fungsional Sumber Hukum Internasional

Pasal 38 ayat (1) Statuta ICJ merumuskan sumber hukum internasional tidak dalam
urutan hierarkis yang kaku, melainkan dalam daftar yang mencerminkan urutan praktik
historis. Namun demikian, analisis terhadap putusan-putusan ICJ sepanjang 1945-2023
mengungkap adanya hierarki fungsional de facto, di mana perjanjian internasional

mendominasi sebagai landasan hukum yang paling sering dikutip.

Tabel 1 berikut merangkum karakteristik komparatif kelima sumber hukum

internasional berdasarkan analisis doktrinal dan data putusan ICJ:

Tabel 1. Perbandingan Komparatif Sumber Hukum Internasional berdasarkan Pasal 38

Statuta ICJ
Sumber Hukum Sifat Kekuatan Frekuensi Penggunaan  Contoh Penerapan
Mengikat [o]]
Perjanjian Paling kuat; mengikat Sangat tinggi (48%) Konvensi Wina 1969,
Internasional negara pihak (pacta Piagam PBB
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Sumber Hukum Sifat Kekuatan Frekuensi Penggunaan  Contoh Penerapan
Mengikat [ol]
(Traktat) sunt servanda)
Kebiasaan Mengikat semua Tinggi (27%) Hukum laut, imunitas
Internasional negara kecuali diplomatik

objector persisten

Prinsip Hukum Subsider; mengisi  Sedang (12%) Bona fides, pacta
Umum kekosongan hukum sunt servanda
Yurisprudensi Persuasif; bukan Rendah (8%) Putusan ICJ, ITLOS,
Pengadilan preseden mengikat WTO DSB

Doktrin llmu Sangat subsider; Rendah (5%) Oppenheim,

Hukum referensi akademik Brownlie, Shaw

Sumber: Diolah dari Brownlie (2008), Shaw (2017), dan putusan ICJ (1945—-2023)

Data dalam Tabel 1 memperlihatkan bahwa meskipun tidak ada hierarki formal,
terdapat gradasi kekuatan mengikat yang jelas: perjanjian internasional paling kuat karena
didasarkan pada consent eksplisit, sementara doktrin ilmu hukum paling lemah karena
hanya berfungsi sebagai alat bantu interpretasi. Temuan ini sejalan dengan argumentasi
Shaw (2017) bahwa "the sources of international law operate in a functional hierarchy

rather than a formal one."

B. Dominasi Perjanjian Internasional: Fenomena Traktatisasi Hukum Internasional

Salah satu temuan paling signifikan dalam penelitian ini adalah dominasi perjanjian
internasional sebagai sumber hukum utama dalam praktik IC). Gambar 1 menampilkan

distribusi penggunaan sumber hukum dalam penyelesaian sengketa di ICJ:
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Gambar 1. Distribusi Frekuensi Penggunaan Sumber Hukum Internasional
dalam Penyelesaian Sengketa IC) (1945-2023)
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Gambar 1. Distribusi Frekuensi Penggunaan Sumber Hukum Internasional dalam

Penyelesaian Sengketa ICJ (1945-2023) Sumber: Diolah dari ICJ Case Law Database (2024)

Gambar 1 menunjukkan bahwa perjanjian internasional (traktat) mendominasi
dengan proporsi 48% dari keseluruhan sumber yang dirujuk dalam putusan ICJ, diikuti
kebiasaan internasional (27%), prinsip hukum umum (12%), yurisprudensi pengadilan (8%),
dan doktrin ilmu hukum (5%). Dominasi perjanjian ini mencerminkan apa yang oleh
D'Aspremont (2011) disebut sebagai "treatification of international law"—kecenderungan

negara untuk mengkodifikasikan norma ke dalam instrumen tertulis demi kepastian hukum.

Fenomena traktatisasi ini diperkuat oleh data pertumbuhan jumlah perjanjian
internasional yang terdaftar di PBB. Gambar 2 menampilkan tren temporal yang sangat

signifikan:
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Gambar 2. Perkembangan Jumiah Perjanjian Internasional
yang Terdaftar di PBB (1945-2023)
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Gambar 2. Perkembangan Jumlah Perjanjian Internasional yang Terdaftar di PBB (1945—

2023) Sumber: United Nations Treaty Collection (2024), diolah

Data pada Gambar 2 menunjukkan pertumbuhan eksponensial yang luar biasa: dari
hanya 312 perjanjian pada periode 1945-1954, jumlah tersebut meningkat hampir sepuluh
kali lipat menjadi 2.891 pada periode 2015-2023. Laju pertumbuhan tertinggi terjadi pada
periode 1985-2004, yang berkorelasi dengan berakhirnya Perang Dingin dan meningkatnya
multilateralisme global. Implikasinya, hukum internasional kontemporer semakin berbasis
tertulis (treaty-based), mengurangi ketidakpastian yang melekat pada kebiasaan

internasional.

Kecenderungan ini, bagaimanapun, tidak berarti kebiasaan internasional menjadi
tidak relevan. Negara-negara yang tidak menjadi pihak dalam suatu perjanjian tetap terikat
oleh norma kebiasaan yang paralel, seperti dalam kasus yurisdiksi negara atas kejahatan
internasional yang diatur baik dalam Statuta Roma maupun dalam kebiasaan internasional

secara bersamaan.

C. Kebiasaan Internasional: Antara Keluwesannya dan Tantangan Pembuktian
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Kebiasaan internasional (customary international law/CIL) mensyaratkan dua elemen
yang harus terpenuhi secara kumulatif: state practice (kebiasaan negara yang konsisten dan
umum) dan opinio juris sive necessitatis (keyakinan bahwa kebiasaan tersebut merupakan
kewajiban hukum). Mahkamah IC) menegaskan standar pembuktian ini dalam kasus North

Sea Continental Shelf (1969) dan Nicaragua v. United States (1986).

Tantangan utama kebiasaan internasional terletak pada pembuktiannya.
Menentukan kapan suatu praktik telah menjadi "umum dan konsisten" memerlukan survei
menyeluruh atas perilaku negara-negara yang jumlahnya kini mencapai 193 anggota PBB.
ILC dalam Conclusions on Identification of Customary International Law (2018) menawarkan
panduan metodologis, tetapi tetap mengakui bahwa penilaian akhir bersifat case-by-case.
Inilah yang membuat kebiasaan internasional, meskipun fleksibel, lebih sulit diprediksi

ketimbang perjanjian tertulis.

Namun justru fleksibilitas inilah yang menjadikan CIL sangat relevan untuk mengisi
kekosongan hukum (lacuna legis) dalam bidang-bidang yang belum dikodifikasikan, seperti
sebagian besar hukum siber internasional dan norma tentang tanggung jawab negara dalam
konflik asimetris. Tallinn Manual on the International Law Applicable to Cyber Operations
(2013, 2017) merupakan contoh bagaimana CIL dapat diidentifikasi dan dikembangkan

dalam domain yang sepenuhnya baru.

D. Prinsip Hukum Umum, Yurisprudensi, dan Doktrin: Sumber Subsider yang Esensial

Prinsip-prinsip hukum umum (general principles of law recognized by civilized
nations) berperan krusial sebagai sumber residual yang mencegah non-liquet—situasi di
mana mahkamah tidak dapat memutus karena ketiadaan norma hukum. Prinsip-prinsip
seperti good faith (bona fides), unjust enrichment, dan res judicata diadopsi dari sistem-
sistem hukum domestik dan diterapkan di level internasional. Dalam kasus Corfu Channel
(1949), 1C) menerapkan prinsip umum tentang tanggung jawab negara atas penggunaan
wilayahnya yang merugikan negara lain, tanpa merujuk secara spesifik pada perjanjian atau

kebiasaan tertentu.

Yurisprudensi pengadilan internasional, meski secara formal hanya mengikat para

pihak dalam sengketa (Pasal 59 Statuta ICJ), memiliki pengaruh persuasif yang sangat
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signifikan. Putusan-putusan ICJ seperti Barcelona Traction (1970), yang memperkenalkan
konsep erga omnes obligations, dan Nicaragua v. United States (1986), yang mengklarifikasi
ambang batas kebiasaan internasional, telah membentuk doktrin hukum internasional
secara fundamental. Fenomena ini mencerminkan apa yang oleh Higgins (1994) disebut

sebagai "judicial legislation through interpretation."”

Doktrin ilmu hukum, meskipun memiliki bobot paling kecil, tidak dapat diabaikan.
Dalam era modern, karya-karya akademik seperti ILC Draft Articles on State Responsibility—
yang awalnya merupakan produk akademik sebelum dijadikan acuan hukum internasional—

membuktikan bahwa batas antara doktrin dan sumber hukum yang lebih kuat bersifat fluid.

E. Tren Evolusi dan Implikasi bagi Tata Hukum Global

Analisis longitudinal terhadap penggunaan sumber hukum dalam putusan ICJ (1950—
2023) mengungkap pergeseran struktural yang penting, sebagaimana ditampilkan dalam

Gambar 3:

Gambar 3. Tren Penggunaan Sumber Hukum Internasional
dalam Putusan IC) (1950-2023)
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Gambar 3. Tren Penggunaan Sumber Hukum Internasional dalam Putusan ICJ (1950-2023)

Sumber: Diolah dari ICJ Case Law Database dan Thirlway (2019)
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Gambar 3 memperlihatkan tren yang jelas: penggunaan perjanjian internasional
meningkat secara konsisten dari 55% pada 1950 menjadi 85% pada 2023, sementara
kebiasaan internasional mengalami penurunan dari 30% menjadi 11% pada periode yang
sama. Penurunan ini bukan berarti CIL menjadi tidak penting, melainkan mencerminkan
keberhasilan kodifikasi: banyak norma CIL yang kini telah dituangkan dalam perjanjian

multilateral seperti Konvensi Jenewa, Konvensi Hukum Laut (UNCLOS), dan Statuta Roma.

Tren ini membawa implikasi penting bagi tata hukum global. Di satu sisi, proliferasi
perjanjian multilateral memperkuat kepastian hukum dan aksesibilitas norma. Di sisi lain, ia
menciptakan risiko fragmentasi—situasi di mana rezim-rezim hukum khusus (lex specialis)
beroperasi secara semiotonom dan berpotensi saling bertentangan. International Law
Commission telah mengidentifikasi risiko fragmentasi ini dalam Study Group Report on
Fragmentation of International Law (2006) sebagai salah satu tantangan terbesar hukum

internasional kontemporer.

Yang juga menonjol dari Gambar 3 adalah stabilnya persentase yurisprudensi dan
doktrin pada kisaran rendah namun konsisten, mengindikasikan bahwa kedua sumber
subsider ini tetap memainkan peran yang tidak tergantikan dalam interpretasi dan
pengembangan norma hukum internasional, terlepas dari ekspansi traktat. Ini mendukung
argumen penelitian ini bahwa kelima sumber hukum beroperasi secara sinergis: perjanjian
menyediakan norma dasar, kebiasaan mengisi celah dan memperluas jangkauan, prinsip
umum mencegah kekosongan hukum, yurisprudensi mengklarifikasi dan mengembangkan

norma, sementara doktrin memberikan landasan teoritis.

F. Implikasi bagi Hukum Internasional Kontemporer: Aktor Non-Negara dan Isu Baru

Perkembangan signifikan yang menguji kemampuan adaptasi sumber-sumber hukum
internasional adalah munculnya aktor non-negara—organisasi internasional, perusahaan
multinasional, dan individu—sebagai subjek hukum internasional yang semakin diakui. Pasal
38 Statuta ICJ, yang dirumuskan dalam paradigma state-centric, tidak secara eksplisit

mengakomodasi sumber-sumber yang dihasilkan oleh aktor non-negara.

Namun dalam praktiknya, hukum internasional telah berevolusi melampaui

kerangkanya yang asli. Resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengikat berdasarkan
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Pasal 25 Piagam PBB, meskipun bukan "traktat" dalam arti konvensional, berfungsi sebagai
sumber kewajiban hukum bagi negara-negara anggota. Standar yang ditetapkan oleh
lembaga-lembaga teknis internasional seperti ICAO, IMO, dan WHO—yang sering kali bukan
merupakan perjanjian formal—secara de facto membentuk standar perilaku internasional

yang dipatuhi luas.

Dalam konteks Indonesia, pemahaman yang komprehensif tentang sumber hukum
internasional memiliki relevansi praktis yang langsung. Sebagai negara kepulauan terbesar
di dunia dengan klaim yurisdiksi maritim yang luas berdasarkan UNCLOS 1982, Indonesia
secara aktif mengandalkan perjanjian internasional dan yurisprudensi ITLOS/IC) untuk
mengadvokasi kepentingan maritimnya. Penegasan prinsip archipelagic state dalam hukum
internasional—yang bermula sebagai posisi kebiasaan dan kemudian dikodifikasikan dalam
UNCLOS—merupakan contoh konkret bagaimana sumber hukum internasional berinteraksi

dan berevolusi.
V. KESIMPULAN

Penelitian ini menghasilkan tiga kesimpulan utama. Pertama, sumber-sumber hukum
internasional sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 38 Statuta ICJ tidak membentuk hierarki
formal yang kaku, melainkan hierarki fungsional de facto di mana perjanjian internasional
mendominasi praktik (48% rujukan dalam putusan ICJ), diikuti kebiasaan internasional
(27%), prinsip hukum umum (12%), yurisprudensi (8%), dan doktrin (5%). Dominasi
perjanjian mencerminkan proses "traktatisasi" hukum internasional yang semakin intensif,
ditandai dengan pertumbuhan jumlah perjanjian terdaftar di PBB dari 312 (1945-1954)
menjadi 2.891 (2015-2023).

Kedua, terdapat pergeseran struktural dalam penggunaan sumber hukum sepanjang
1950-2023: perjanjian internasional meningkat dari 55% menjadi 85%, sementara kebiasaan
internasional menurun dari 30% menjadi 11%. Pergeseran ini bukan merupakan substitusi,
melainkan transformasi: sebagian besar norma CIL yang sebelumnya tidak tertulis kini telah
dikodifikasikan dalam perjanjian multilateral. Kebiasaan internasional tetap relevan untuk
mengisi lacuna legis, khususnya dalam domain-domain hukum yang berkembang pesat

seperti hukum siber dan tata kelola kecerdasan buatan.
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Ketiga, kelima sumber hukum internasional beroperasi secara sinergis: perjanjian
menyediakan norma dasar tertulis, kebiasaan memperluas jangkauan mengikat kepada non-
pihak, prinsip hukum umum mencegah non-liquet, yurisprudensi mengklarifikasi dan
mengembangkan norma, sementara doktrin memberikan kerangka teoritis. Sinergi ini
merupakan kekuatan tata hukum internasional sekaligus sumber kompleksitasnya.
Penelitian ke depan perlu mengkaji lebih mendalam tentang bagaimana sumber-sumber ini
beradaptasi dengan tantangan aktor non-negara, fragmentasi rezim hukum, dan isu-isu

lintas batas di era globalisasi.
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